
 
 
 
 
 
 
 

WALIKOTA SEMARANG 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG 
NOMOR 400.7/390 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MIJEN  
SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM KELAS D DI KOTA SEMARANG 

 
 

WALI KOTA SEMARANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan ketersediaan rumah sakit di 
Kota Semarang guna mendukung upaya kesehatan dalam 
rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan 
terpadu serta peningkatan pelayanan Kesehatan kepada 
masyarakat, Pemerintah Kota Semarang telah mendirikan 
Rumah Sakit Umum Daerah Mijen;  

b. bahwa untuk penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah 
Mijen dimaksud, diperlukan penetapan klasifikasi Rumah 
Sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas 
kesehatan, sarana penunjang dan sumber daya manusia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu 
menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang 
Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Mijen sebagai Rumah 
Sakit Umum Kelas D di Kota Semarang; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun  1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa 
Jogjakarta  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 45);  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801);  
 
 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten 
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan 
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3097); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6659); 

9. Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, 
Tambahan Lembarah Daerah Kota Semarang Nomor 114) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 158); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 



11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang 
Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan 
Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 1309); 

   
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  
 

KESATU : Rumah Sakit Umum Daerah Mijen sebagai Rumah Sakit Umum 
Kelas D di Kota Semarang. 
 

KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah Mijen sebagaimana dimaksud 
Diktum KESATU menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat 
jalan, dan kegawatdaruratan untuk pelayanan kesehatan pada 
semua bidang dan jenis penyakit yang dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 02 Mei 2024 

 
    WALI KOTA SEMARANG, 

 
                          ttd 

 
 

 HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU  
 
SALINAN disampaikan kepada Yth : 
1. Sekretaris Daerah Kota Semarang; 
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang; 
3. Inspektur Kota Semarang; 
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; 
5. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang; 
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang; 
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang; 
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang. 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG 

 
 
 

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH 
Pembina  

NIP. 19680420 199401 1 001 
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